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MOTTO

All that is gold does not glitter,

Not all those who wander are lost;

--J. R. R. Tolkien



PERSEMBAHAN

Teruntuk:

Apak, Mak,

Wo Na, Ngah Abil, Ayuk Nan, Bang Per, Ayuk In

Seluruh keluarga, sahabat, serta teman-teman seperjuangan SKI 2014

Vi



ABSTRAK

Sejarah pendidikan di Jambi tidak terlepas dari Islam sebagai agama serta
situasi dan kondisi sosial politik di Jambi masa itu. Lembaga-lembaga pendidikan
Islam berupa madrasah di Jambi mulai berdiri pada 1915 M. Pada masa itu,
pemerintah Hindia Belanda telah berkuasa di Jambi. Untuk melanggengkan
kekuasaannya, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan kebijakan-kebijakan.
Kebijakan tersebut salah satunya digunakan untuk menekan pendidikan umat Islam
yang merupakan momok bagi Belanda. Kebijakan tersebut di antaranya yaitu
politik etis, Ordonansi Guru dan Ordonansi Sekolah Liar yang juga
diimplementasikan di Jambi. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan
implementasi kebijakan pendidikan kolonial di Jambi serta sikap umat Islam
merespon kebijakan tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode sejarah.
Metode sejarah yang digunakan meliputi heuristik, verifikasi, interpretasi, dan
historiografi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan ilmu politik. Adapun
konsep yang diterapkan ialah proses kebijakan menurut Andrew Heywood. Ada
empat tahapan dalam proses kebijakan menurut Andrew Heywood, yaitu prakarsa
atau usulan kebijakan; perumusan kebijakan; implementasi kebijakan; dan evaluasi
kebijakan. Teori ini digunakan untuk menganalisis kebijakan-kebijakan yang
dibuat Hindia Belanda dalam bidang pendidikan dan kaitannya dengan gerak
sejarah pendidikan Islam di Jambi.

Secara garis besar penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan
pendidikan kolonial yang diimplementasikan di Jambi ialah pendirian sekolah
untuk pribumi, Ordonasi Guru 1925, dan Ordonansi Sekolah Liar. Sekolah-sekolah
Belanda yang didirikan untuk pribumi di Jambi bersifat diskriminatif dan kuat unsur
kepentingan Belanda saja. Di samping itu, para guru madrasah dan kurikulum yang
diajarkan di lembaga pendidikan Islam di Jambi mengalami pengawasan ketat dari
pemerintah Hindia Belanda. Beberapa lembaga pendidikan di Jambi yang
mengalami penutupan karena imbas Ordonansi Sekolah Liar. Adapun respon umat
Islam di Jambi menghadapi politik pendidikan Belanda tersebut ialah sikap enggan
untuk menyekolahkan anaknya di sekolah Belanda serta kebencian mendalam
terhadap Belanda yang dianggap pemerintah kafir. Selain itu, sikap institusi
pendidikan pada umumnya cenderung defensif dan menghindari konflik ketika
menghadapi  kebijakan pendidikan kolonial. Sikap tersebut diambil demi
keberlangsungan pendidikan Islam di Jambi, sebab beberapa sekolah seperti
Sumatera Thawalib dan Neutrale Hollandsch Indlandsche School, mengalami
penutupan akibat Ordonansi Sekolah liar.

Kata kunci: Kebijakan, Hindia Belanda, Pendidikan Islam, Jambi.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan Islam di Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan dimulai
bersamaan dengan masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia.! Bentuk
pendidikan juga terus berkembang seiring dengan perkembangan sosial politik
masyarakat di Indonesia. Perkembangan tersebut dimulai dari bentuk pendidikan
yang sederhana berupa pendidikan (pengajaran) tentang Islam sebagai upaya
menyebarkan agama Islam oleh muballigh maupun pedagang Muslim, hingga terus
berkembang seperti sekarang menjadi sebuah sistem dan lembaga pendidikan
hingga ke jenjang perguruan tinggi.

Unsur pendidikan Islam tidak dapat dilepaskan dengan agama Islam itu
sendiri. Oleh karena itu, di Jambi sebagai salah satu daerah di Indonesia yang
berpegang teguh terhadap ajaran agama Islam, banyak terdapat pesantren atau
madrasah yang didirikan oleh kaum Muslimin. Sejarah pendidikan yang ada di
Jambi ini tentunya tidak dapat dipisahkan dari Islam sebagai agama serta situasi dan
kondisi sosial politik di Jambi masa itu. Perkembangan awal pendidikan Islam di
Jambi yang bercorak formal dimulai ketika pemerintah Hindia Belanda telah
menduduki Jambi, sehingga kebijakan politik pemerintah Hindia Belanda turut

memengaruhi pendidikan Islam yang berkembang di Jambi.

Mahmud Yunus, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia (Jakarta: Mutiara Sumber Widya,
1995), him. 169-171.



Lembaga-lembaga pendidikan Islam (pesantren/madrasah)? di Jambi pada
masa kolonial mulai berdiri pada pertengahan dekade kedua abad ke-20.2 Sekitar
tahun 1912-1914, beberapa ulama Jambi yang menuntut ilmu di Mekah kembali ke
Jambi. Sekembalinya ke Jambi mereka kemudian mendirikan Tsamaratul Insan,
sebuah organisasi yang kemudian dalam perkembangannya mendirikan lembaga
pendidikan Islam di Jambi. H. Abd al-Shamad, H. Ibrahim bin ‘Abd al-Majid,
Kemas H. Muhammad Shaleh bin Kemas H. Muhammad Yasin, H. Ahmad bin
‘Abd al-Syukur, dan Utsman bin H. Muhammad ‘Ali, Sayyid Ali adalah para ulama
yang menuntut ilmu di Mekah. Mereka pernah menghadiri halagah Ahmad Khatib
al-Minangkabawi serta belajar di Madrasah Saulatiyyah Mekah.* Sekembalinya
dari menuntut ilmu di Mekah pelajar-pelajar dari Jambi tersebut mendirikan kuttab
(tempat baca-tulis) yang sederhana pada tahun 1914. Setelah itu, mereka
mendirikan Tsamatul Insan dan mendapat izin resmi dari Residen Jambi pada tahun

1915.°

2pPesantren dan madrasah pada dasarnya sama-sama merupakan model pendidikan Islam.
Penggunaan model pendidikan pesantren pada umumnya lebih banyak digunakan di Jawa,
sebagaimana surau di Sumatra Barat, meunasah dan rangkang di Aceh, dan model pendidikan
madrasah yang juga diterapkan di Jambi. Karakteristik awal lembaga pendidikan Islam di Jambi
adalah madrasah. Dalam praktiknya, madrasah-madrasah di Jambi mengembangkan model
pendidikan Islam tradisional, yang bercirikan kajian kitab kuning, figur tuan guru (kiai), murid, dan
pondok. Karakteristik tersebut mirip dengan pesantren di Jawa, tetapi minus masjid. Sistem
pesantren, yang berakar pada tradisi Jawa, adalah yang paling luas memengaruhi model pendidikan
Islam di Indonesia secara umum. Ada pula sumber yang menyebutkah bahwa Madrasah-madrasah
yang ada di Jambi, pada perkembangannya kemudian dinamakan sebagai Pondok Pesantren untuk
mendapatkan subsidi dari pemerintah. Lihat Muhammad Qodri, ‘“Dinamika Pesantren: Studi
Tentang Pengelolaan Pondok Pesantren Aljauharen Kota Jambi”, dalam Media Akademika, Vol 25,
No. 3, Juli 2010, him. 204; dan Ali Muzakkir, “Transformasi Pendidikan Islam di Jambi: Dari
Madrasah ke Pesantren”, dalam Islam Relitas: Journal of Islamic & Social Studies Vol. 3, No. 1,
Januari- Juni 2017, him. 9.

$Zuhairini, Sejarah Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), him. 193. Lihat juga:
Yunus, Sejarah Pendidikan, him. 169-171.

*Muzakkir, “Transformasi Pendidikan”, him. 10.

®lbid., him.11.



Di sisi lain, pada masa tersebut pemerintah Hindia Belanda sedang
menerapkan politik etis yang salah satu tujuannya menghendaki pendidikan bagi
pribumi tetapi pada kenyataannya cenderung menekan pendidikan terutama
pendidikan Islam. Hal ini dikarenakan para tokoh agama/ulama yang mendirikan
dan mengajar di pesantren atau madrasah dianggap mengusik bahkan dapat
mengancam kelangsungan kekuasaan Belanda. Keadaan politik saat itu
menampilkan pemerintah Hindia Belanda di satu sisi berusaha memperkuat serta
melanggengkan kekuasaannya di Indonesia, dan di sisi lain umat Islam Indonesia
yang berupaya keras untuk melepaskan diri dari cengkraman pemerintah Hindia
Belanda.® Oleh karena itu, untuk memperkuat dan melanggengkan kekuasaannya
di Indonesia, pemerintah Hindia Belanda membuat kebijakan-kebijakan. Kebijakan
tersebut digunakan untuk menekan upaya pribumi khususnya umat Islam yang
menjadi penghambat bagi Hindia Belanda. Kebijakan tersebut di antaranya ialah
kebijakan terkait pendidikan Islam yang dinilai mengkhawatirkan.

Pada periode 1901-1942 M pemerintah Hindia Belanda melaksanakan
sistem politik etis dalam memerintah Indonesia. Arah politik Belanda yang
menghendaki “balas budi” ini salah satunya diprakarsai oleh Van Deventer.
Deventer merupakan seorang pendukung dari Van Dem, Van Kol, Broschooft dari
golongan sosialis. Mereka mengkritik kemerosotan kesejahteraan masyarakat
Indonesia sebagai akibat penjajahan Belanda. Pada tahun 1899, Deventer menulis

artikel di majalah De Gids yang berjudul “Utang Kehormatan™.” Menurut Deventer,

6Agib Suminto, Politik Islam Hindia Belanda (Jakarta: LP3ES, 1985), him. 1.

"Djohan Makmur, dkk., Sejarah Pendidikan di Indonesia Zaman Penjajahan (Jakarta:
Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1993), him. 73. Lihat juga, S. Nasution,
Sejarah Pendidikan Indonesia (Bandung: Jemmars, 1983), him. 15.



Belanda berutang kepada bangsa Indonesia atas semua kekayaan yang telah diperas
dari Indonesia. Utang kehormatan itu sudah seharusnya dibayar kembali melalui
peningkatan kesejahteraan pribumi melalui irigasi, edukasi, dan emigrasi.® Politik
etis ini dalam teorinya diharapkan dapat memberikan edukasi (pendidikan),
emigrasi (pemindahan penduduk), dan irigasi (pengairan) untuk menyejahterakan
penduduk pribumi sebagai balas budi atas berjuta-juta gulden yang diterima
Belanda dari negeri jajahannya tersebut.

Terkait pendidikan bangsa Indonesia, Belanda merasa berkewajiban moral
untuk mengajar para bangsawan, dan menjadikannya sebagai partner dalam
kehidupan budaya dan sosial.® Pendidikan bagi pribumi yang dikehendaki
pemerintah Belanda adalah pendidikan yang nantinya dapat menjadikan pribumi
sebagai partner bagi Belanda. Oleh karena itu, pelaksanaan politik etis yang salah
satunya menghendaki pendidikan bagi pribumi justru digunakan demi kepentingan
pemerintahan kolonial. Pemerintah Hindia Belanda cenderung mempersulit dan
menekan pendidikan Islam yang dianggap tidak menguntungkan bagi Belanda.
Selain itu, pendidikan Islam juga dikhawatirkan dapat mengusik kekuasaan
Belanda di Indonesia. Belanda banyak membuat kebijakan-kebijakan yang
menekan laju pendidikan Islam di Indonesia. Bentuk-bentuk kebijakan tersebut
antara lain yaitu politik etis, Ordonansi Guru, dan Ordonansi Sekolah Liar.

Setelah dilaksanakannya politik etis, banyak lembaga pendidikan mulai

didirikan, tidak terkecuali di Jambi yang pada tahun 1906 menjadi keresidenan

8M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia modern 1200-2008 (Jakarta: Serambi llmu Semesta,
2008), him. 329.

®Ibid., him. 4.

O1bid., him. 46-63.



tersendiri di bawah pemerintah Hindia Belanda.'! Sekolah yang diselenggarakan
pemerintah Hindia Belanda di daerah Jambi selama kurun waktu penerapan politik
etis yaitu volkschool, vervolgschool, dan Holandsche Inlandsce School (HIS).
Penyelenggaraan pendidikan di Jambi oleh Belanda di satu sisi ternyata
bertentangan dengan semangat politik etis yang menghendaki pendidikan yang
membawa kemajuan bagi pribumi. Penyelenggaraan pendidikan oleh Belanda
hanya dapat ditempuh oleh golongan tertentu. Sementara itu, keberadaan
pendidikan Islam, justru mengalami tekanan dan pembatasan. Keadaan tersebut
mendatangkan berbagai respon dari umat Islam di Jambi. Respon tersebut dapat
dilihat dari gerakan sosial berbasis pendidikan di Jambi serta sikap umat Islam di
Jambi pada umumnya.

Topik penelitian ini dipilih karena sejarah pendidikan lokal belum banyak
dikaji dan diteliti. Historiografi mengenai sejarah pendidikan kebanyakan berupa
pemikiran, sedangkan penelitian sejarah pendidikan, umumnya di ranah nasional.
Penelitian secara khusus dan mendalam tentang sejarah pendidikan Islam di daerah-
daerah tertentu dinilai perlu dan sangat penting dilakukan untuk menjelaskan secara
mendetail tentang bagian utuh dari sejarah pendidikan Islam di Indonesia.

Terkait dengan hal itu, penelitian ini dilakukan untuk mengungkap sejarah
pendidikan Islam di Jambi masa kolonial. Pada masa tersebut kebijakan-kebijakan
pemerintah kolonial banyak membatasi gerak pendidikan Islam, tidak terkecuali di

Jambi.

1R, Zainuddin, dkk., Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Jambi (Jakarta: Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan, 1985), him. 30 dan 34.



Dampak kebijakan Ordonansi Guru 1925 dan Ordonansi Sekolah Liar 1932
terhadap perkembangan sejarah pendidikan Islam di ranah kajian lokal penting
untuk dikaji. Kebijakan tersebut turut mewarnai perkembangan pendidikan Islam
di Jambi. Ketika kebijakan pendidikan Hindia Belanda yang cenderung menekan
laju atau gerak pendidikan Islam diberlakukan, bersamaan itu pula berdiri dan
berkembang lembaga pendidikan Islam di Jambi. Kemampuan lembaga pendidikan
Islam di Jambi bertahan menghadapi kebijakan kolonial yang menekan pendidikan

Islam perlu juga dikaji dan diteliti secara mendalam dan sistematis.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Implementasi kebijakan pemerintah Hindia Belanda terhadap pendidikan
serta respon umat Islam yang dibahas dalam penelitian ini bersifat lokal yaitu
dikhususkan di daerah Jambi. Selain itu, ruang lingkup pendidikan Islam yang
dimaksud ialah bentuk pendidikan Islam lokal berupa madrasah yang ada di Jambi.

Penelitian ini dibatasi dari tahun 1915 sampai 1942 M. Tahun 1915
merupakan tahun berdirinya lembaga pendidikan Islam formal berupa madrasah di
daerah Jambi. Madrasah tersebut ialah Madrasah Nurul Iman yang didirikan oleh
perukunan Tsamaratul Insan. Sementara itu, tahun 1942 merupakan akhir kolonial
Belanda berkuasa di Indonesia.

Kebijakan pendidikan yang dimaksud ialah sebagai keseluruhan keputusan

serta perundang-undangan hasil dari proses dan produk politik yang mengatur



penyelenggaraan pendidikan.'? Termasuk di dalamnya keputusan pemerintah
Hindia Belanda menerapkan politik etis yang salah satu pilar pentingnya ialah
penyelenggaraan pendidikan bagi pribumi melalui pendirian sekolah-sekolah
Belanda. Adapun kebijakan pendidikan yang dikaji dalam penelitian ini ialah
politik etis, Ordonansi Guru 1925, dan Ordonansi Sekolah Liar.
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana gambaran umum pendidikan Islam di Jambi awal abad ke-20?
2. Bagaimana bentuk implementasi kebijakan kolonial dalam bidang
pendidikan di Jambi ?
3. Bagaimana respon umat Islam di Jambi dalam menghadapi kebijakan

pemerintah Hindia Belanda terkait pendidikan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Memaparkan sejarah pendidikan Islam di Jambi paruh pertama abad ke-20.

2. Mendeskripsikan dinamika sosial, politik, serta ekonomi yang menjadi latar
belakang gerak sejarah pendidikan Islam di Jambi.

3. Menganalisis dan mendeskripsikan kebijakan-kebijakan Belanda dalam
bidang pendidikan, serta implementasi kebijakan tersebut.

4. Memaparkan reaksi dan sikap umat Islam di Jambi terhadap kebijakan

tersebut.

L2Arif Rohman, Kebijakan Pendidikan : Analilis Dinamika Formulasi dan Implementasi
(Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012), him. 2.



5. Menjelaskan peranan tokoh agama atau organisasi Islam berbasis
pendidikan dalam mempertahankan dan mengembangkan pendidikan Islam

maupun lembaga pendidikan Islam di Jambi masa kolonial.

Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Hasil penulisan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan
yang bisa digunakan bagi penelitian sejarah pendididikan Islam di Jambi
selanjutnya.

2. Dapat menjadi sumber tambahan bagi penelitian yang berkaitan dengan
sejarah pendidikan Islam di Indonesia.

3. Menambah karya sejarah/historiografi yang berkaitan dengan sejarah
pendidikan lokal di Indonesia.

4. Sebagai pengungkap sejarah pendidikan Islam, khususnya madrasah di

Jambi masa kolonial kurun waktu 1915-1942 M.

D. Tinjauan Pustaka

Hasil penelitian terdahulu (prior research) yang terkait dengan topik
kebijakan pendidikan pemerintah Hindia Belanda dan respon umat Islam di Jambi
tahun 1915-1942 M adalah sebagai berikut:

Buku Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Jambi yang merupakan
Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah. Buku tersebut memuat
keadaan daerah Jambi sejak akhir abad ke-19 hingga kedatangan Jepang tahun

1942. Sebagai suatu hasil dari proyek Inventarisasi dan Dokumentasi, maka isi dari



buku tersebut memiliki cakupan yang luas meliputi kehidupan pemerintahan,
perekonomian, seni dan budaya, agama, kepanduan, pers, koperasi serta organisasi
propesional. Permasalahan pendidikan di Jambi yang pada masa tersebut berada di
bawah jajahan Belanda juga diulas secara umum. Buku tersebut merupakan suatu
langkah awal penulisan tentang sejarah Jambi masa kebangkitan nasional. Adapun
penelitian ini, menjadi pelanjut yang membahas aspek kebijakan Belanda atas
pendidikan serta respon umat Islam di Jambi pada masa kebangkitan nasional
secara lebih mendalam.

Buku Politik Islam Hindia Belanda karya Agib Suminto. Pada buku
tersebut, pokok pembahasannya ialah politik Islam yang dilakukan Hindia Belanda
dalam rangka melanggengkan kekuasaannya di Indonesia. Batasan masalah dalam
penelitian tersebut yaitu wilayah Indonesia secara umum, sedangkan batasan
masalah dari penelitian yang dilakukan ialah lokal yaitu daerah Jambi. Selain itu,
politik Islam yang dimaksud dalam buku Politik Islam Hindia Belanda karya Aqib
Suminto cakupannya lebih luas, yaitu meliputi agama, budaya, Pan-Islamisme,
tarekat, dan Kantoor voor Inlandsche zaken, sedangkan penelitian ini lebih terfokus
pada kebijakan pendidikan yang diterapkan di Jambi saja, berupa Ordonansi Guru
1925 dan Ordonansi Sekolah Liar 1932.

Buku Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia karya Mahmud Yunus yang
memuat tentang sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Buku tersebut memuat
uraian singkat mengenai beberapa madrasah-madrasah yang ada di Jambi.
Penelitian ini diharapkan dapat melanjutkan dan melengkapi penelitian Mahmud

Yunus terkait pendidikan Islam khususnya di Jambi.
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Skripsi “Politik Pendidikan Kolonial Belanda dan Reaksi Umat Islam
(1905-1938)” karya Norma Siregar, Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam,
Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2001. Keterkaitan
skripsi tersebut dengan penelitian yang dilakukan adalah mengenai tema politik
pendidikan yang diterapkan pemerintah Hindia Belanda serta reaksi yang umat
Islam tunjukkan. Skripsi tersebut mengkaji reaksi umat Islam di skop nasional,
diwakili oleh daerah-daerah tertentu maupun organisasi-organisasi Islam besar di
Indonesia. Penelitian yang dilakukan ini skop spasialnya berskala lokal yaitu daerah
Jambi saja. Pada sejarah nasional gaung reaksi umat Islam di Jambi terhadap
kebijakan pendidikan Belanda hampir tidak terdengar dan tidak diketahui secara
umum. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan mampu mengungkap sejarah lokal
Jambi, khususnya di bidang pendidikan sebagai bagian dari sejarah nasional.

Skripsi “Bangkitnya Nasionalisme sebagai Arah Dinamika Pendidikan
Islam di Indonesia (Studi Pendidikan Era Kolonialisme Belanda 1908-1924)” karya
Ahmad Mushowir, Fakultas Tarbiyah dan IImu Pendidikan, UIN Sunan Kalijaga
tahun 2016. Skripsi ini membahas tentang pendidikan Islam di Indonesia di era
kolonial. Fokus kajiannya adalah tentang dinamika pendidikan. Persamaan
penelitian Ahmad Mushowir dengan penelitian ini ialah mengenai tema pendidikan
Islam masa kolonial. Letak perbedaan masing-masing penelitian ialah pada skop
spasialnya. Mushowir mengkaji pendidikan Islam masa kolonial di wilayah
Indonesia secara umum, sedangkan penelitian ini hanya difokuskan pada kasus
Jambi. Selain itu, meskipun kategori waktu penelitian tersebut sama yaitu periode

kolonial tetapi masing-masing penelitian berbeda dalam batasan tahunnya. Skripsi
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karya Ahmad Mushowir penelitiannya menggunakan batasan dari tahun 1908-1924
M sedangkan penelitian ini batasan tahunnya ialah dari tahun 1915-1942 M.

Tesis “Perkembangan Pendidikan Muhammadiyah pada Pemukiman Santri
di Kota Yogyakarta 1912-1942” yang ditulis oleh Jahdan Ibnu Humam Saleh. Tesis
ini merupakan karya ilmiah yang disusun untuk meraih gelar Magister Humaniora
dari Program Studi Ilmu Sejarah, Jurusan Ilmu-ilmu Humaniora, Pascasarjana
UGM pada tahun 1991. Pembahasannya ialah mengenai pendidikan Islam yang
diadakan Muhammadiyah di Kota Yogyakarta. Fokus kajian tesis tersebut ialah
mengenai pendidikan Muhammadiyah di Yogyakarta sedangkan fokus kajian
penelitian ini ialah mengenai pedidikan Islam di Jambi yang umumnya berupa
madrasah.

Disertasi “Sejarah Sosial Pendidikan Islam di Jambi: Studi terhadap
Madrasah Nurul Iman” tulisan Fauzi MO Bafadhal. Disertasi tersebut merupakan
karya ilmiah yang disusun untuk meraih gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama
Islam, Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah pada tahun 2008. Berisi tentang
sejarah sosial pendidikan Islam di Jambi, khususnya Madrasah Nurul Iman sebagai
salah satu madrasah yang awal-awal berdiri di Jambi pada masa kolonial. Skop
bahasan sejarah sosial yang diangkat Fauzi MO Bafadhal pada dasarnya difokuskan
pada Madrasah Nurul Iman saja. Pada penelitian ini dibahas mengenai
permasalahan sosial-politik pendidikan Islam di Jambi secara umum, lembaga
pendidikan yang dikaji bukan hanya Madrasah Nurul Iman, akan tetapi juga
madrasah-madarasah maupun lembaga pendidikan Islam lainnya yang ada di

wilayah Jambi.
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E. Kerangka Teori

Penelitian dengan topik kebijakan pendidikan pemerintah Hindia Belanda
dan respon umat Islam di Jambi ini merupakan penelitian kualitatif, menggunakan
metode sejarah dengan perspektif politik. Pendekatan yang digunakan adalah
pendekatan politik. Pendekatan politik digunakan untuk melihat bagaimana
kebijakan pendidikan pemerintah Hindia Belanda diimplementasikan serta bentuk
respon masyarakat muslim di Jambi.

Secara konseptual ada beragam pengertian kebijakan menurut para ahli.
Namun, secara umum Kkebijakan dapat dikatakan sebagai rumusan keputusan
pemerintah yang menjadipedoman tingkah laku guna mengatasi masalah atau
persoalan yang di dalamnya terdapat tujuan, rencana, dan program yang akan
dilaksanakan.?

Menurut Carl Friedrich, kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah
pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu
lingkungan tertetu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya
mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang
diinginkan. Menanggapi hal tersebut, Budi Winarno mengingatkan bahwa dalam
mendefinisikan kebijakan haruslah melihat yang sebenarnya dilakukan daripada
apa yang diusulkan mengenai suatu persoalan. Alasannya adalah karena kebijakan
merupakan suatu proses yang mencakup pula tahapan implementasi dan evaluasi,

sehingga mendefinisikan kebijakan hanya menekan pada apa yang diusulkan

13M. Hasbullah, Kebijakan Pendidikan: Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi
Objektif Pendidikan di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), him. 38.
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menjadi kurang memadai.'* Mengenai konsep kebijakan pendidikan secara khusus
dimaksudkan sebagai keseluruhan keputusan serta perundang-undangan hasil dari
proses dan produk politik yang mengatur penyelenggaraan pendidikan.®

Penelitian ini berusaha untuk mengungkapkan gerak sejarah mengenai topik
“Kebijakan Pendidikan Pemerintah Hindia Belanda dan Respon Umat Islam di
Jambi (1915-1942 M) dengan melihat bagaimana tahapan-tahapan dan proses dari
kebijakan berlaku. Pendapat Andrew Heywood dalam karyanya Politik,
menyatakan bahwa tahapan-tahapan dalam proses kebijakan ada empat, yaitu
prakarsa atau usulan kebijakan; perumusan kebijakan; implementasi kebijakan; dan
evaluasi kebijakan.’® Teori ini digunakan sebagai guide dalam menganalisis
permasalahan yang diteliti, untuk melihat bagaimana setiap tahapan dalam proses
kebijakan tersebut berkait dengan pendidikan Islam di Jambi. Serta untuk
menujukkan reaksi atas kebijakan tersebut (ketika berinteraksi dengan
lingkungannya) yang dapat menghasilkan tuntutan baru atau usulan kebijakan baru
(kembali ke tahap pertama) karena adanya umpan balik, baik berupa dukungan atau
penolakan kebijakan tersebut. Bentuk implementasi kebijakan tersebut di Jambi
juga dianalisis dalam penelitian ini.

Adapun cara penjabaran serta penyusunan penulisan penelitian ini
dilakukan dengan cara berpikir deduktif, sebab teori proses kebijakan Andrew

Heywood yang dijadikan landasan penelitian ini adalah teori yang berlaku umum

14Suharno, Dasar-dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses dan Analisis Kebijakan
(Yogyakarta: Ombak, 2016), him. 4.

Arif Rohman, Kebijakan Pendidikan : Analilis Dinamika Formulasi dan Implementasi
(Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012), him. 2.

5 Andrew Heywood, Politik, terj. Ahmad lintang Lazuardi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2014), him. 631-641.
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(bersifat general), sedangkan spesifikasinya tidak lain adalah fakta-fakta sejarah
sebagai jawaban atas masalah yang diidentifikasikan dan ditunjukkan dalam

pembahasan hasil penelitian ini.t’

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
penelitian sejarah atau disebut juga metode sejarah. Metode adalah jalan, cara, atau
petujuk pelaksanaan atau petunjuk teknis sedangkan yang dimaksud dengan
penelitian, menurut Florence May Anna Hilbish, yaitu penyelidikan yang seksama
dan teliti terhadap suatu subjek untuk menemukan fakta-fakta guna menghasilkan
produk baru, memecahkan suatu masalah, atau untuk menyokong, atau menolak
suatu teori. Jadi, pengertian metode sejarah secara umum ialah penyelidikan atas
suatu masalah dengan mengaplikasikan jalan pemecahannya dari perspektif
historis.'® Secara lebih khusus lagi, Gilbert J. Garraghan mengemukakan dalam
bukunya A Guide to Historical Method, metode sejarah adalah seperangkat aturan
dan prinsip sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif,
menilainya secara kritis, dan mengajukan sintesis dari hasil-hasil yang dicapai

dalam bentuk tertulis.*®

"Dudung Abdurahman, Metodologi Penelitian Sejarah (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media,
2007), him. 63.

81bid., him. 53.

Gilbert J. Garraghan, A Guide to Historical Method (New York: Fordham University
Press, 1957), him. 33.
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Secara singkat, metode sejarah bertumpu pada empat langkah kegiatan
yaitu, heuristik (pengumpulan sumber) verifikasi (kritik sumber), interpretasi
(penafsiran) dan historiografi (penulisan).?

1. Heuristik

Heuristik (pengumpulan sumber) adalah langkah/metode mencari sumber-
sumber yang terkait dengan topik yang diteliti. Sumber (sumber sejarah disebut
juga data sejarah) yang dikumpulkan harus sesuai dengan jenis sejarah yang
ditulis. Menurut Kuntowijoyo terdapat empat bentuk pengumpulan sumber
yaitu, dokumen tertulis, artifact, sumber lisan, dan data kuantitatif. Pada
penelitian ini, peneliti hanya mengumpulkan sumber-sumber berupa dokumen
tertulis, karena sumber kuantitatif yang berhubungan dengan angka-angka,
akunting, pajak dan sebagainya dinilai tidak terlalu dibutuhkan dalam topik
penelitian ini. Penelitian ini difokuskan pada library risearch yang penekanan
sumbernya pada sumber tulisan berupa arsip, mengingat periode yang diteliti
adalah masa kolonial.

Dokumen (dari bahasa Latin docere, berarti “mengejar”) tertulis dapat
berupa surat-surat, notelen rapat, kontrak kerja, bon-bon, dan sebagainya.?
Dokumen tertulis sebagai sumber dalam penelitian ini diperoleh melalui
pencarian dokumen tertulis berupa arsip dan dokumen terkait lainnya di Arsip
Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan kantor-kantor arsip yang memiliki

dokumen tertulis terkait topik yang dibahas. Untuk sumber data primer, peneliti

20Kuntowijoyo, Pengantar limu Sejarah (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), him. 74. Lihat
juga, Abdurrahman, Metodologi Penelitian, hlm.103-120.
Zbid.
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mendapatkan data dari arsip Staatsblad van Nederlansch-Indie tahun 1905 No.
550, Staatsblad van Nederlansch-Indie tahun 1925 No. 219, Staatsblad van
Nederlansch-Indie tahun 1932 No. 494 dan 495. Selain dokumen berupa arsip
peneliti  juga menggunakan rujukan-rujukan berupa hasil penelitian
terdahulu/penelitian sebelumnya seperti karya ilmiah termasuk jurnal-jurnal

dan buku-buku yang terkait dengan topik penelitian ini.

. Verifikasi

Sumber-sumber atau data yang telah dikumpulkan kemudian diverifikasi.
Tahap verifikasi (kritik sumber) ini ada dua macam, yaitu autentisitas/keaslian
sumber/kritik ekstern, dan kredibilitas/kebisaan dipercayai/kritik intern.?2
Kritik ekstern adalah kritik dari sisi luar, dari segi fisiknya untuk menilai asli
tidaknya sumber berupa dokumen tertulis atau arsip. Kriteria yang digunakan
adalah: (a) Identifikasi yaitu mengenal arsip termasuk identifikasi penulis dan
sosio-historisnya. (b) Eksplikasi yaitu menentukan unsur-unsurnya, seperti:
bahasa yang digunakan, dialek, dan lain-lain. (c) Atribusi yaitu menetapkan
kategori bahan, seperti: tinta, kertas, dan tanda tangan. (c) Kolasi yaitu membuat
perbandingan dengan arsip lain.

Kritik intern adalah kritik dari dalam, mengkritisi isi arsip atau sumber
untuk melihat kekredibilitasan atau kesahihan dokumen tertulis atau arsip.
Kriteria yang digunakan adalah dengan kolasi, yaitu membandingkan antara isi

satu arsip dengan arsip yang lain atau kalau hanya satu arsip maka isinya

21bid., him. 77.
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logis/berdasarkan pada kenyataan atau tidak.?® Kriteria kritik ekstern dan intern
ini peneliti gunakan untuk mendapatkan sumber yang autentik dan kredibel
terkait permasalahan yang dibahas.
Interpretasi

Data sejarah atau sumber sejarah mengenai kebijakan pendidikan
pemerintah Hindia Belanda dan respon umat Islam di Jambi tahun 1915-1942
M yang telah melalui tahap verifikasi (telah dibuktikan keasliannya serta dapat
dipercayai kebenarannya) kemudian diinterpretasikan oleh sejarawan/peneliti.
Dalam proses interpretasi sejarah, peneliti berusaha mencapai pengertian
faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peristiwa.?*  Interpretasi
(penafsiran) yang dilakukan peneliti meliputi dua macam, yaitu analisis dan
sintesis. Analisis berarti menguraikan, pada tahap ini peneliti berusaha
menganalisis atau menguraikan data tersebut menjadi fakta sejarah. Sintesis
berarti menyatukan, digunakan ketika data yang diperoleh banyak, maka data
tersebut dikelompokkan sesuai konsep yang telah ditentukan dan kemudian
disintesiskan.? Pada tahap interpretasi ini, peneliti melakukan analisis serta
sintesis dengan mengacu pada teori yang sudah ditetapkan pada landasan teori.
Historiografi

Tahap selanjutnya ialah historiografi (penulisan), pada tahap ini data yang
telah diinterpretasikan kemudian dituliskan menjadi sebuah karya ilmiah.

Aspek kronologis sebagai aspek yang sangat penting dalam penulisan sejarah

B1pid., him. 74.
24 Abdurrahman, Metodologi Penelitian, him. 114.
ZKuntowijowo, Pengantar Ilmu, him. 78-80.
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menjadi bagian penting yang tidak lepas dari penulisan penelitian ini. Selain itu,
peneliti juga memaparkan laporan hasil penelitian ini secara deskriptif-analitis.
Penyajian penelitian dalam bentuk tulisan memiliki tiga bagian, yaitu:
pengantar; hasil penelitian; dan kesimpulan.?® Penulisan hasil penelitian ini
dilakukan sesuai dengan pedoman penulisan skripsi Jurusan SKI UIN Sunan

Kalijaga yang berlaku.

G. Sistematika Pembahasan

Bab | merupakan bab pendahuluan, di dalamnya memuat mengenai latar
belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian,
tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
Bab ini menjadi bagian yang mengantarkan topik penelitian ini pada pemaparan
masalah yang ada pada bab selanjutnya.

Bab Il adalah bab yang menguraikan tentang gambaran umum masyarakat
Islam dan kolonialisme di Jambi. Menguraikan mengenai hubungan awal Jambi dan
Belanda, keadaan sosial keagamaan, termasuk juga mengenai aspek pendidikan
Islam dan perhatian umat Islam di Jambi terhadap pendidikan Islam pada awal abad
ke-20 M. Bab ini memaparkan keterkaitan Islam, keadaan sosial, perekonomian,
serta politik masyarakat Jambi. Penggambaran mengenai keadaan sosial
masyarakat Jambi di tengah keadaan perpolitikan Islam dan kolonialisme ini
nantinya digunakan sebagai setting dinamika pendidikan Islam di Jambi serta

peranan dari masyarakatnya.

1bid., him. 80-81.
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Bab 111 berisi uraian tentang bentuk implementasi kebijakan Belanda terkait
pendidikan di Jambi pada tahun 1915-1942 M. Di dalamnya dipaparkan tentang
pendidikan Belanda di Jambi sebagai wujud dari penyelenggaraan kebijakan etis.
Kemudian, dibahas pula mengenai pendidikan Islam formal di Jambi yang berdiri
pada abad ke-20. Penerapan ordonansi terkait penyelenggaraan pendidikan oleh
pribumi, serta sikap umat Islam di Jambi merespon kebijakan tersebut dibahas juga
dalam bab ini.

Bab IV merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Di
dalamnya memuat tentang hasil dari analisis atas data dan fakta yang telah
dihimpun atau jawaban-jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan pada
bab pertama. Bab ini juga memuat saran-saran untuk kepentingan penelitian

selanjutnya.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebelum abad ke-20, di Jambi tidak terdapat lembaga pendidikan formal
yang didirikan pemerintah Hindia Belanda. Pada masa tersebut, pendidikan yang
terdapat di Jambi ialah pendidikan Islam dengan sistem surau yang pelajarannya
berfokus pada soal-soal pokok agama Islam saja. Model pendidikan Islam tersebut
masih sederhana. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, masyarakat Jambi
mulai banyak menyekolahkan anak-anaknya ke Madrasah Saulatiyyah di Mekah
untuk belajar ilmu agama secara lebih mendalam lagi.

Pada 1901 pemerintah Hindia Belanda mulai menerapkan politik etis di
Indonesia, akan tetapi, pada masa tersebut Belanda masih disibukkan dengan
perlawanan yang dilakukan masyarakat Jambi di bawah komando Sultan Taha.
Bahkan, ketika Jambi menjadi keresidenan pada 1906, sekolah Belanda untuk
pribumi belum bayak menyentuh wilayah Jambi. Selain karena Belanda masih
sibuk menjinakkan masyarakat Jambi, ketertinggalan penyelenggaraan politik etis
bagi masyarakat Jambi juga dikarenakan perekonomian Jambi yang tidak terlampau
menguntungkan bagi Belanda. Pada dasawarsa ke-dua dan ke-tiga abad ke-20,
ketika Belanda berhasil membawa ekonomi Jambi yang sebelumnya lebih bersifat
subsistens ke arah ekonomi yang berorientasi pasaran dunia yang bersifat agresif,
pemerintah kolonial mulai membangun infrastruktur serta mendirikan lembaga

pendidikan formal di Jambi berupa volkschool, vervolgschool, dan HIS.
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Cita-cita politik etis dalam praktiknya tidak berjalan sebagaimana yang
diidealkan. Pendidikan yang diselenggarakan oleh pribumi, terutama pendidikan
Islam justru ditekan oleh Belanda. Pemerintah Hindia Belanda masih berpijak pada
pragmatisme dan perhitungan untung-rugi. Pendidikan Islam dinilai tidak
menguntungkan Belanda bahkan membahayakan. Hal itu dikarenakan para tokoh
agama/ulama yang mendirikan dan mengajar di madrasah dianggap mengusik
bahkan dapat mengancam kelangsungan kekuasaan Belanda. Oleh karena itu,
pemerintah Hindia Belanda menerbitkan Ordonansi Guru dan Ordonansi Sekolah
Liar sebagai alat kontrol dan pengawasan terhadap pendidikan Islam yang dinilai
mengkhawatirkan.

Ordonansi Guru yang pertama pada tahun 1905 belum berlaku di Jambi.
Cakupan kebijakan tersebut hanya meliputi Jawa dan Madura. Ordonansi Guru
1925 tidak pernah secara resmi dinyatakan berlaku di Jambi, akan tetapi secara
praktik aturan-aturan pengawasan terhadap guru agama di Jambi diterapkan.
Ordonansi tersebut dimaksudkan sebagai media pengontrol bagi pemerintah
kolonial untuk mengawasi sepak terjang para pelajar dan penganjur Islam di
Indonesia. Pemerintah Hindia Belanda juga mengeluarkan Staatsblad van
Nederlansch-Indie tahun 1932 No. 494 dan 495, yang mengatur mengenai sekolah
liar, yakni sekolah swasta yang tidak disubsidi pemerintah. Ordonansi Guru 1925
mulai berlaku juga di Jambi sedikit banyak dikarenakan pendidikan Islam di Jambi
pada paruh pertama abad ke 20 mengalami perkembangan pesat.

Wujud implementasi kebijakan Ordonansi Guru yang dialami pendidikan

Islam di Jambi ialah berupa pengawasan yang ketat terhadap para guru di madrasah
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atau sekolah swasta, serta kurikulum yang diajarkan di lembaga pendidikan
tersebut. Mengenai implementasi Ordonansi Sekolah Liar, Belanda dengan ketat
melakukan penutupan terhadap beberapa sekolah di Jambi, seperti, Neutrale
Hollandsch Indlandsche School yang didirikan Ahmad Basuki dan Guru Hasan,
serta sekolah Sumatera Thawalib yang berdiri di Kerinci dibawah pimpinan H.
Azhari. Sekolah Sagafah Islamiyah di Dusun Gurun Tuo Sarolangun yang didirikan
H. Nawawi, juga sempat tidak mendapatkan izin dari pemerintah kolonial. Namun,
melalui protes yang dilakukan akhirnya sekolah tersebut dapat berdiri. Terhadap
madrasah-madrasah yang telah didirikan sejak tahun 1915 oleh Tsamaratul Insan,
Nederlandsche School di Sarolangun yang didirikan M. Chatib Tabun, dan Schakel
School di Sarolangun yang didirikan oleh H.M. Chatib dan A.T. Hanafiah,
pemerintah Belanda tidak mengenakan Ordonansi Sekolah Liar sehingga
madrasah-madrasah tersebut tidak ditutup. Meskipun begitu, guru-guru serta
kurikulum pengajaran lembaga pendidikan tersebut tetap mendapatkan pengawasan
yang ketat dari Belanda.

Menanggapi berbagai kebijakan pemerintah kolonial tersebut, respon
masyarakat Jambi cenderung defensif meskipun penolakan terhadap kebijakan
tersebut tetap tampak. Bentuk respon umat Islam Jambi terhadap kebijakan
pemerintah Hindia Belanda terkait pendidikan secara umum terrepresentasikan oleh
Tsamaratul Insan termasuk madrasah-madrasah dibawahnya serta sikap masyarakat
Jambi pada umumnya. Mereka tidak melakukan perlawanan yang agresif dan
melibatkan serangan fisik, akan tetapi menunjukkannya dengan mematri semangat

anti kafir di sanubarinya. Materi-materi pelajaran untuk madrasah-madrasah di
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Bawah Tsamaratul Insan menolak ilmu umum, bahkan pakaian-pakaian yang
identik dengan Belanda juga dilarang. Hal tersebut terjadi mengingat juga karena
kejenuhan sebagaian masyarakat atas Perang Jambi yang hampir setengah abad,
serta politik isolatif yang dilakukan pemerintah kolonial terhadap Jambi pasca
Perang Sarekat Abang. Pembersihan bibit pemberontakan di Jambi dari akarnya
serta menutup Jambi dari segala pergerakan nasional yang berlaku di luar wilayah
Jambi, telah mendorong sikap defensif masyarakat Jambi dalam merespon

kebijakan kolonial Belanda.

B. Saran

Penulis menyadari bahwa penulisan hasil penelitian ini masih memiliki
kekurangan di sana-sini. Namun, peneliti berharap tulisan ini dapat dijadikan
sebagai bahan rujukan, pembelajaran, dan pengembangan dalam penulisan karya
ilmiah sejarah yang linear dengan topik ini. Penulis menyadari masih banyak celah

yang dapat diteliti oleh peneliti lain maupun oleh penulis sendiri di kemudian hari.

Mengenai kelanjutan penelitian terhadap topik kajian yang linear dengan
penelitian skripsi ini, penulis mengungkapkan catatan-catatan yang Kiranya dapat
membantu keberlangsungan peneletian selanjutnya. Sejarah Jambi tidak banyak
ditulis dan tidak mudah pula untuk diakses masyarakat luas, termasuk mengenai
pendidikan Islam di Jambi. Oleh karena itu, perlu dilakukan proses heuristik secara

mendalam.
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Staatsblad van Nederlansch-Indie tahun 1905 No. 550.
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Catatan:

Staatsblad van Nederlansch-Indie tahun 1905 No. 550 yang berada di ANRI

naskahnya sudah sulit untuk dibaca, beberapa bagian telah koyak dimakan usia.

Namun, garis besar isi staatsblad tersebut terdapat dalam catatan kaki buku Politik

Islam Hindia Belanda tulisan H. Agib Suminto yang ia kutip dari Perkara Agama

Islam Bumiputera (Batavia: Departemen Pemerintahan Dalam Negeri, 1920), him.

1-25. Adapun garis besarnya adalah sebagai berikut:

Seorang guru agama Islam baru dibenarkan mengajar bila sudah
memperoleh izin dari Bupati.

Izin tersebut baru diberikan bila guru agama tersebut jelas-jelas bisa dinilai
sebagai orang baik, dan pelajaran yang diberikannya tidak bertentangan
dengan keamanan ketertiban umum.

Guru agama Islam tersebut harus mengisi daftar murid, di samping harus
menjelaskan mata pelajaran yang diajarkan.

Bupati atau instansi yang berwenang boleh memeriksa daftar itu sewaktu-
waktu.

Guru agama Islam bisa dihukum kurung maksimum delapan hari atau denda
maksimum dua puluh lima rupiah, bila ternyata mengajar tanpa izin atau
lalai mengisi/mengirimkan daftar tersebut; atau enggan mempelihatkan
daftar itu kepada yang berwenang, keberatan memberi keterangan, atau
enggan diperiksa oleh yang berwenang.

Izin itu pun bisa dicabut bila ternyata berkali-kali guru agama tersebut

melanggar peraturan, atau dinilai berkelakuan kurang baik.



LAMPIRAN 2

Staatsblad van Nederlansch-Indie tahun 1925 No. 219.
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Catatan:

Staatsblad van Nederlansch-Indie tahun 1925 No. 219 yang berada di ANRI

naskahnya sudah sulit untuk dibaca, beberapa bagian telah koyak dimakan usia.

Namun, garis besar isi staatsblad tersebut terdapat dalam catatan kaki buku Politik

Islam Hindia Belanda tulisan H. Aqgib Suminto yang ia kutip dari Perkara

Bumiputera yang Bersangkutan dengan Agama Islam, (Weltevreden, 1926), him

12-62. Adapun isinya antara lain adalah sebagai berikut:

Setiap guru agama harus menunjukkan bukti tanda terima
pemberitahuannya.

la harus mengisi daftar murid dan daftar pelajaran yang sewaktu-waktu bisa
diperiksa oleh pejabat yang berwenang.

Pengawasn dinilai perlu justru memelihara ketertiban keamanan umum.
Bukti kelayakan bisa dicabut, bila guru yang bersangkutan aktif
memperbanyak murid dengan maksud yang bisa dinilai sebagai mencari
uang.

Guru agama Islam bisa dihukum maksimum delapan hari kurungan atau
denda maksimum f. 200,-, bila masih mengajar setelah dicabut haknya.
Ordonansi Guru 1925 berlaku sejak 1 Juni 1925, dan Ordonansi Guru 1905

yang berlaku sejak 2 November 1905 dinyatakan dicabut.
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LAMPIRAN 4

Staatsblad van Nederlansch-Indie tahun 1906 No. 239.

STAATSBLAD V' AN NEDERLANDSCH-INDIE.

No. 239, BINNENIANDSCI ARl AT U
PV TIBKONTEN,  pEIS- BN VERRLL

TR E N DAN Bestnury ovEr el snewest “-.'.‘un].."

]:v‘/.-lhiiglllg. toely

5
a¢ voor represenlatickosten s
van alen |

esident van gemennl sewest,
3 s oli-[ndis
Besluit van den (iouverucur—Gcnerual van Nederlandseh-Ind

van 1 Mei 1906 11 1o
Gelet enz.;

Is goedgevonden tn verstaan: bi

Lerstelijk: (g rachiieng Koninklijke machtiring Let gewest P-Jtal:rlaﬂ
te stellen ondey hiet bestyyy van een Resident op e Lij hel bcsllll;,gi“g
14 Februari 1904 36 (Staatshlad pp 183) vustgestelde bezo! (;: en
van f 1250 (¢én duizend {iweg honderd vijilie gulilen) ’s wmaands
onder genot vy, vrije woning.

 Ten tweede: ‘e bepalen, daq de Resident +
zZim te Djambi.

Ten derde: Bij wijze vap

¢ r
spgegpss ssident!
; ’ A tudululwn maitlvegel gan den 1 yalt
van DJf:l_ln'_)l toe e l\'r:uncn cenc Loeliwe +
f 50 (vijitig &

 ovcstigd 291
an Djuwinbi govestigs

Cotgeten
o [STHIR |'l'lll'\_-2e'c:lll'll“"’“0hte
guldeny g naand

s
met bepaling vooris-

1% dat bij dienstreizoy, te lan i
Resident een dqo i

1
s noemde
en ziju gewest aan geno d

A Wordt genoten ) ag-
o o T o e s e gl o 5

den Lande, Lelijlc bestuu komen voor rekeming
Ten vierde:

Te be
ek hot 1 ¢ bepalen.

olijK

S » dat gig besluit in werki treedi 28 te

onin] ¢ hodliien. b . werking ; Sfad

e 18’.“-1)T]1 clijk Dhesluig van 1 Fehrugri 1906 N2 54 (Indisch st
Afschrif enz,

al
1 G < nefa
Ter ordonnantie vau den Gouverneur-Ge

Y81 Nederlandsch-Indié:
De Algemeene Secretaris.
- ' g T "1 Q
U‘tgegeven den ejfdey Mei 19gg VAN REES.

De Algermeeng Seer

!
etaris,
VAN REpg

: o -
Catatan: berisi tentang status Jambi yang berubah menjadi gewest a
keresidenan.
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